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ABSTRAK 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menegaskan larangan merokok di fasilitas 

yang sudah diatur dalam Perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai dan 

menganalisis faktor pendukung dan penghambat berjalannya implementasi perda 

KTR di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu 

fenomena atau keadaan secara mendalam. Teknik pengumpulan data secara 

primer dan sekunder. Informan penelitian terdiri dari 4 orang, yaitu 1 orang 

petugas Dinas Kesehatan, 2 orang Guru, dan 1 orang petugas di puskesmas Desa 

Payabagas, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa implementasi Perda 

KTR di Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup efektif namun belum optimal 

sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perokok yang merokok di 

dalam Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan, kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap Perda KTR, dan lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor 

yang memengaruhi efektivitas implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang 

Bedagai adalah Kurangnya kesadaran masyarakat, Lemahnya penegakan hukum, 

Petugas Dinas Kesehatan masih belum tegas dalam menegakkan Perda KTR, dan 

Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, 

diharapkan implementasi Perda KTR di  Kabupaten Serdang Bedagai dapat lebih 

efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua 

penumpang. 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah,Kawasan Tanpa Rokok,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Rokok merupakan zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan serta 

ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Di dalam rokok terkandung 

kurang lebih 4000 bahan kimia, dimana 400 diantaranya beracun dan 40 

diantaranya dapat berakumulasi dalam tubuh penyebab kanker. Data dari 

Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) berjudul Tobacco Control 

Atlas menunjukkan Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah 

perokok tertinggi di ASEAN, yakni 65,19 juta orang. Di Indonesia terdapat 2,5 

juta gerai yang menjadi pengecer rokok. Angka ini belum memperhitungkan kios 

penjual rokok di pinggir-pinggir jalan. Tingginya jumlah perokok di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni antara lain harga yang terjangkau oleh 

masyarakat dari kelas atas maupun sampai kelas menengah ke bawah, bisa dibeli 

secara eceran serta anak usia dibawah 18 tahun dapat membeli rokok secara legal. 

Dengan tingginya jumlah perokok, pasti berbanding terbalik dengan tingkat 

kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pada tahun 2020 WHO melansir bahwa ada 

sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok, atau penyakit lain 

yang berhubungan dengan tembakau. 

Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa 

rokok di wilayahnya. Dengan kata lain, Pemerintahan Kabupaten sebagai bagian 
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dari Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk menentapkan Kawasan 

Tanpa Rokok didaerahnya. Hal yang sama termuat pula dalam Pasal 52 Peraturan 

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang 

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Lebih 

lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 

188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa KTR 

diatur dalam Perda. Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara 

telah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di 

Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meminta 

seluruh warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Secara spesifik 

dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

terdapat pada pasal 9 ayat (2) dijelaskan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:  

a. Tempat umum 

b. Tempat kerja  

c. Tempat ibadah  

d. Tempat bermain anak-anak  

e. Angkutan Umum  

f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar 

g. Fasilitas layanan kesehatan  

h. Fasilitas layanan olahraga  

i. Tempat lainnya yang ditetapkan  
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Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai sudah 

berlaku semenjak tahun 2013, namun masih banyak permasalahan-permasalahan 

yang bertentangan dengan isi kebijakan tersebut. Berdasarkan observasi peneliti 

terhadap beberapa Kawasan Tanpa Rokok, masih ditemukan perokok di 

lingkungan yang merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa 

Rokok, contohnya di taman kanak-kanak masih ada orangtua yang merokok 

sembari menjemput anaknya.  

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan 

lingkungan, maka pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai membuat 

peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 

Kabupaten Serdang Bedagai Rilisan peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan 

diundangkan pada tanggal 06 September 2013. Peraturan ini tidak lepas dari 

sejumlah pertimbangan, diantaranya bahwa guna meningkatkan kesehatan 

masyrakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat. Juga bahwa merokok 

dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok 

maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut menghisap rokok orang lain. 

Pada kenyatannya banyak perokok yang masih melanggar Kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan tetap merokok di 

area tersebut. Sering dijumpai pula pelanggaran tersebut terjadi di sekolah dan 

fasilitas kesehatan. Sekolah merupakan salah satu kawasan tanpa rokok, karena 

akan mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar. Beberapa guru, 

tenaga kependidikan bahkan kepala sekolah dengan santainya merokok di sekolah 

tanpa memikirkan akibat dari kebiasaan yang tidak baik tersebut. Efek dari 
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kebiasaan itu adalah ketika para siswa yang melihatnya merasa bahwa merokok 

adalah hal yang wajar dilakukan. Anggapan tersebut sedikit banyak akan 

memberikan pengaruh bagi pelajar untuk mencoba merokok. Sebagian pelajar di 

Indonesia kini telah menjadi perokok aktif. Difasilitas kesehatan masih banyak 

masyarakat yang tidak taat, dengan merokok disekitaran faskes dimana dapat 

mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi sebuah judul skripsi yaitu, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 

NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”. Penelitian ini bertujuan unruk mengkaji 

implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat 

dalam upaya meningkatkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

1.2. Pembatasan Masalah 

Adapun fokus dan lokus yang ditetapkan peneliti dalam menjelaskan 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Paya Bagas dan Desa Paya Mabar 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakanyang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

msalah pada penilitian ini adalah: bagaimana implementasi Peraturan Daerah 
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Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

1.4.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini : adalah untuk mengetahui implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Kabupaten Serdang Bedagai.  

1.5. Manfaat Penelitian  

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

di Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Aspek Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan 

bagi mahasiswa maupun lembaga – lembaga setempat. 

1.6.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar 

dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis yang dianggap 

berkaitan antara suatu bab dengan bab lainnya yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : URAIAN TEORITIS  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah  implementasi,kebijakan publik, 

implementasi kebijakan publik, kawasan tanpa rokok. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, 

narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, lokasi 

penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 

wawancara. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 



 
 

7 
 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1. Implementasi  

Herlina, (2016) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan 

keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok 

sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Menurut Mazmanian 

dan Sabatier (dalam Wahab, 2012) Implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Horn (Tahir, 

2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam kebijakan”.  

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi 

implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat 

(swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus 

menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Proses 

implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan 

dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran Grindle, (1998).  
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Menurut Mahardika & Rizki (2021) implementasi menyangkut semua upaya 

yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang 

nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa  

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau 

institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan 

sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan 

tersebut.  

2.2. Kebijakan Publik  

Menurut Koontz dan O’Donnel (Tahir, 2015:21), kebijakan sebagai 

pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan 

keputusan. Selanjutnya menurut  Hamdi (2014:33) menyatakan, kebijakan publik 

adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping 

hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan 

publik. Menurut Mulyadi (2015:37) menambahkan, kebijakan publik dalam arti 

luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-

peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan 

peraturanperaturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut 

sebagai konvensi-konvensi.  

Menurut  Dye Dwiyanto Indiahono (2009 : 17) kebijakan publik adalah 

Whatever government choose to do or not to do. Maknanya bahwa apapun 



9 
 

 

kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. 

Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: 

pertama,bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, 

kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah.  Handoyo dalam Nugroho (2009:11) Negara tanpa komponen 

kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh 

seorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran dengan tujuan 

untuk memuaskan kepenting diri atau kelompok saja.  

 Menurut  Zahara & Nengyanti (2019) Tujuan kebijakan diharapkan akan 

diperoleh setelah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok 

sasaran sehingga dalam jangka panjanghasil kebijakan akan mampu diwujudkan. 

Istilah kebijakan (policy term) digunakan secara luas seperti “kebijakan luar 

negeri indonesia”, “kebijakan ekonomi jepang” atau “kebijakan pertanian di 

negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Menurut charles o. 

Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun 

digunakan untuk menggantikan kegiatan keputusan yang berbeda. Secara umum 

istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang 

aktor ( misal nya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Budi Winarno 

(2013, hal 18-19) 

Berdasarkan definisi kebijakan publik dari beberapa ahli dapat disimpulkan 

kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan 
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rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-

pendapat, keinginankeinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.  

2.3. Implementasi Kebijakan Publik  

Menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan 

terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-

pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang 

lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam 

kebijakan tersebut.  Kemudian Wahab (Tahir, 2014:55), mengatakan bahwa 

implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan 

lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 

untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

Menurut Grindle (Subarsono, 2005), bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :)bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : 

a. Isi kebijakan, kepentingan kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, 

derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, 

pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan 
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b. Lingkungan implementasi  kekuasaan, kepentingan kepentingan, dan strategi 

dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, 

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. 

Model implementasi kebijakan menurut pandangan  Edwards III (Subarsono, 

2005), dipengaruhi empat variabel, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan 

kemudian struktur birokrasi. Keempat  variabel tersebut juga saling berhubungan 

satu sama lain. Berdasarkan pendapat para ahli dapat didefinisikan, implementasi 

kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha 

untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.  Mazmanian 

dan Sabatier dalam Ismail (2009:131) menyebutkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan 

eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian. 

Sehingga implementasi adalah proses bagaimana perubahan data atau 

informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan 

operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian 

proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena 
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implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana 

tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Rizky & Mahardika, (2023).  

Syukur dalam Surmayadi (2005:79), berpendapat ada tiga unsur penting dalam 

proses implementasi, yaitu :), berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses 

implementasi, yaitu :  

1) Program yang dilaksanakan.  

2) Adanya target dan kelompok masyarakat, perubahan atau peningkatan.  

3) Unsur pelaksana (implementor, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, 

pengawasan dan proses implementasi tersebut.  

Menurut  Sunggono (1994:137) bahwa implementasi kebijakan merupakan 

suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu 

dan dalam urutan waktu tertentu. 

2.4. Kawasan Tanpa Rokok 

 Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai rokok. Menjelaskan Kawasan 

Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang 

merokok, memproduksi, menjua, mengiklankan dan mempromosikan rokok. 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif 

terhadap risiko paparan tembakau orang lain. merokok, menyediakan ruang dan 

lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat bagi masyarakat serta melindungi 
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kesehatan masyarakat dari dampak negatif rokok, baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Kawasan 

Tanpa Rokok adalah ruangan atau kawasan yang diberi pagar luar untuk 

keperluan merokok, produksi, penjualan, periklanan dan/atau promosi produk 

rokok. Penetapan kawasan bebas tembakau merupakan upaya melindungi 

masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan akibat 

asap rokok. Kawasan tanpa  rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat 

ibadah dan tempat tinggal anak, angkutan umum, tempat pengajaran, dan tempat 

pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan tempat umum adalah bagi yang 

mempunyai izin niaga wajib menyediakan kawasan tanpa rokok. Pemilik, 

pengelola, petugas dan pejabat wajib menyediakan kawasan khusus merokok, 

memasang tanda dilarang merokok dan melarang perokok memasuki kawasan 

tanpa rokok, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan. 

Area khusus merokok juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

terpisah dari ruangan yang diperuntukkan bagi kawasan bebas rokok, dilengkapi 

ventilasi, dan mempunyai sirkulasi udara yang memadai. Masyarakat juga 

mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendirikan kawasan tanpa 

rokok. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit usaha, 

dan organisasi. Menurut  Ida Martinelli dkk (2021) partisipasi masyarakat adalah 

suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada 

didalam suatu kelompok masyarakat. Masyarakat menggunakan hak asasinya 

untuk dilindungi dari paparan asap tembakau orang lain, turut sermembimbing, 
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menasihati dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa 

rokok, mengingatkan atau menegur perokok agar tidak merokok di kawasan tanpa 

rokok.  

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, penerapan kebijakan kawasan tanpa 

rokok berdampak pada kualitas udara terutama udara di dalam ruangan. Dari 

bidang ekonomi, mampu meningkatkan ekonomi keluarga karena berkurangnya 

membeli rokok terutama pada keluarga yang kurang mampu. Dari bidang 

pemerintahan, akan mengurangi pengeluaran belanja daerah untuk biaya 

kesehatan untuk menanggulangi penyakit yang diakibatkan oleh rokok.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

deksriptif. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif 

dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain 

sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Kabupaten Serdang Bedagai  

mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di tempat yang sudah di tetapkan 

dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013. Studi kasus adalah suatu inkuiri 

empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana 

batas- batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana 

multisumber buku dimanfaatkan. Menurut  Nazir (2016) Jenis deskriptif adalah 

metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Sedangkan  Sugiyono (2017) "Metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu"  

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau 

peristiwa. Menurut (Hamdan, 2022), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
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meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri 

anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah 

dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka 

konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.  

3.2. Kerangka Konsep 

Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual adalah kerangka 

hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka 

konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

 

 

           

 

 

 

    Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

“Implementasi Peraturan Daerah 

No 10 Tahun 2013 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok, di 

Kabupaten Serdang Bedagai” 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 

Serdang Bedagai 

- Kawasan Sekolah 

- Kawasan Fasilitas Kesehatan 

Mewujudkan tujuan peraturan 

daerah No 10 Tahun 2013 dalam 

rangka lingkungan yang bersih 

dari asap rokok di berbagai 

Kawasan Tanpa Rokok 

Proses Implementasi menurut Smith 

(1973) dalam Tachjan (2006: 38) 

1. Adanya Kebijakan Yang Ideal 

2. Adanya Kelompok Sasaran 

3. Adanya Organisasi Pelaksana 

4. Adanya Faktor Lingkungan 
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Dari gambar sebelumnya dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh 

peneliti Dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentan 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.     

3.3. Definisi Konsep 

Menurut Sugiyono (2014:38) definisi konseptual adalah atribut, kepribadian, 

atau nilai seseorang, sebagai objek dengan variasi tertentu, yang ditentukan dan 

disimpulkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Adapun definisi 

konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

a. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. 

b. Kebijakan Publik  

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan 

keputusan sebelumnya. 

c. Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan publik adalah proses bagaimana perubahan data atau 

informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan 

operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 

d. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 

mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.  
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3.4. Kategorisasi 

Definisi kategorisasi menurut Kountur (2009: 192) : “Kategorisasi yaitu 

proses penyusunan kembali catatan yang diperoleh dari wawancara atau hasil 

observasi menjadi bentuk yang sistematis. Menurut Smith (1973) dalam Tachjan 

(2006: 38), proses implementasi kebijakan dipandang sebagai interaksi 

(interaction) antara berbagai pihak yang terlibat, dengan fokus pada perspektif 

bottom-up (dari bawah). Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan 

bukan hanya tentang menuruti kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang 

bagaimana interaksi antara berbagai pihak dalam proses tersebut dapat 

memengaruhi keberhasilan implementasi.  Menurut Smith (1973) dalam Tachjan 

(2006: 38) Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikategorisasikan berdasarkan 

beberapa aspek, yaitu: 

a. Adanya Kebijakan Yang Ideal  

Untuk mencapai implementasi Peraturan Daerah diperlukan kebijakan yang 

ideal yang mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi dan Edukasi yang 

Komprehensif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Penyediaan 

Sarana dan Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan Semua 

Pihak. 

b. Adanya Kelompok Sasaran  

Penerapan implementasi membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau 

berbagai kelompok sasaran. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran 
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utama: Perokok Aktif, Non-Perokok, Pengunjung Fasilitas Kesehatan, Guru 

Sekolah dan Masyarakat Umum. 

c. Adanya Organisasi Pelaksana  

Organisasi yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 

Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Kesehatan, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. 

d. Adanya Faktor Lingkungan 

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi implementasi Peraturan 

Daerah no 10 Tahun 2013 di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kurangnya 

Sosialisasi dan Edukasi, Ketidaktegasan Penegakan Hukum, Sarana dan 

Prasarana yang Tidak Mendukung, Kebiasaan dan Budaya Merokok dan 

Faktor Ekonomi. 

3.5. Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini ”Implementasi Peraturan Daerah No 10 

Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai” 

yakni beberapa narasumber pihak pengelola tempat kawasan tanpa rokok. Penulis 

menetapkan narasumber yakni: 

 

1) Nama     : Ibu Sasan Helena Ginting   

Alamat      :  Jl. Negara No. 300, Sei Rampa 

Unit Kerja  : Dinas Kesehatan Serdang Bedagai  

Usia       : 52 Tahun  
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2) Nama   : Bapak Endi Ifrizal Sihombing,S.Pd, 

Alamat   : Paya Bagas, Kec. Tebing Tinggi 

Unit Kerja  : SMK NEGERI 1 Tebing Tinggi 

Usia  : 50 Tahun 

 

3) Nama         : Ibu Diana Ranita S.K.M 

Alamat       : Jalan Lintas Medan Mesjid Rambutan  

Unit Kerja  : Puskesmas Paya Bagas  

Usia             : 33 Tahun 

 

4) Nama          : Ibu Rani Dania Harahap 

Alamat       : Jl. Gunung Arjuna, Kec Tebing Tinggi 

Unit Kerja  : Ibu Rumah Tangga 

Usia            : 52 Tahun 

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur atau metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber.  

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat 

untuk mendukung penelitian atau analisis tertentu. Berbagai teknik dapat 

digunakan, termasuk observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen, sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  
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Sugiyono (2018) mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah 

yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut 

adalah untuk mendapatkan data. 

a. Teknik pengumpulan data primer : 

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada sumber datanya. Data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber 

asli atau pertama.Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 

Melibatkan responden utama dari pengguna angkutan umum, pengemudi, dan 

pemangku kebijakan. Analisis dokumen adalah metode penelitian yang 

melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam 

dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, surat, dan catatan lainnya. Tujuan dari 

analisis dokumen adalah untuk memahami isu-isu tertentu, mengekstrak informasi 

relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam sumber 

tertulis tersebut.  

b. Teknik pengumpulan data sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti:  

 

 



21 
 

 

1) Publikasi pemerintah 

Publikasi pemerintah, seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan 

laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang 

penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya 

yang relatif terjangkau. 

2) Publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber 

data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli 

di bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini. 

3) Situs web. 

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat 

diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa 

data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data 

berita dan opini. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau 

peristiwa. Teknik analisis data merujuk pada proses mengorganisir, 

menginterpretasi, dan menyelidiki data untuk mendapatkan wawasan atau 

informasi yang bermakna.   Dengan teknik analisis data, peneliti atau analis 

dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam dataset untuk membuat 

keputusan yang informasional. Dalam konteks implementasi peraturan daerah 
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No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang 

Bedagai, teknik analisis data dapat melibatkan beberapa langkah, antara lain: 

a. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait implementasi peraturan daerah 

No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang 

Bedagai. Ini bisa mencakup data jumlah pelanggaran, tingkat kepatuhan, dan 

respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

b. Pengolahan Data: Lakukan pengolahan data untuk mengorganisir informasi 

yang terkumpul. Misalnya, kategorikan data berdasarkan jenis pelanggaran, 

waktu kejadian, dan jenis Kawasan Tanpa Rokok. 

c. Analisis Dampak: Evaluasi dampak implementasi kebijakan dengan 

membandingkan data sebelum dan setelah penerapan peraturan. Hal ini dapat 

melibatkan perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah kebijakan 

diberlakukan. Proses analisis dapat melibatkan pengelompokkan data,  

pengkategorian informasi, dan penyusunan temuan untuk mendukung tujuan  

penelitian. Menyelidiki dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan 

implementasi. 

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang 

Bedagai, Kawasan Sekolah dan Kawasan Fasilitas Kesahatan, dengan dibatasi 

pada 2 Lokasi yaitu Desa Paya Mabar dan Desa Paya Bagas . 
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Gambar 3.2. Peta Lokasi Dinas Kesehatan Kab, Serdang Bedagai 

 

Sumber: https://maps.app.goo.gl/Zc6U4ureeMnzeUrN8  

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian  

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan  

Dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di 

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.  

1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan. 

https://maps.app.goo.gl/Zc6U4ureeMnzeUrN8
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2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan. 

3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, 

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber 

daya kesehatan. 

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati di bidang kesehatan. 

b. Tujuan 

Tujuan utama Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai 

adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, baik 

perokok aktif maupun perokok pasif. Lebih spesifik, KTR bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengurangi angka perokok 

dan mencegah perokok pemula. 
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c. Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai  

Gambar 3.3 Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai 

 

Sumber: https://dinkes.serdangbedagaikab.go.id/struktur-organisasi/  

1) Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari : 

a) kepala dinas; 

b) sekretariat; 

c) bidang kesehatan masyarakat; 

d) bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; 

e) bidang pelayanan kesehatan; dan 

f) bidang sumber daya kesehatan. 

g) unit pelaksana teknis dinas (UPTD); 

https://dinkes.serdangbedagaikab.go.id/struktur-organisasi/
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h) kelompok jabatan fungsional. 

2) Sekretariat, terdiri dari :  

a) subbagian umum dan kepegawaian; 

b) subbagian keuangan dan perlengkapan; 

c) subbagian perencanaan program dan akuntabilitas. 

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 

a) seksi kesehatan keluarga dan gizi; 

b) seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, 

promosi dan pemberdayaan masyarakat 

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :  

a) seksi surveilans dan imunisasi; 

b) seksi pencegahan dan dan pengendalian penyakit menular, tidak  

menular dan kesehatan jiwa. 

5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 

a) seksi pelayanan kesehatan primer; 

b) seksi pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional. 

6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :  

a) seksi sumber daya manusia kesehatan; 

b) seksi kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Dengan demikian, Dinas Kesehatan Serdang Bedagai bertanggung jawab 

kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

4.1. Hasil Penelitian  

Bab ini Penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di  lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi 

wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber 

referensi penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan 

kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para 

narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik 

kesimpulannya. Analisis ini berfokus pada kawasan tanpa rokok yang dibatasi 

dengan penelitian di lingkungan proses belajar mengajar dan di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder 

juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan 

wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur 

yang dilakukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam 

implementasi peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.  

 Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan 

yang telah diwawancarai mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2013, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai” 

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut 

menurut alternative jawaban yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini 
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berjumlah lima orang, satu (1) orang dari pihak Dinas Kesehatan selaku yang 

membidangi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, satu (1) orang 

guru, satu (1) orang dari pelayanan kesehatan selaku penanggung jawab 

Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan satu (1) orang masyarakat pengunjung 

Puskesmas Desa Paya Bagas.  

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah 

ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data yang mendukung dalam 

penelitian ini, setiap pertanyaam yang diajukan peneliti akan dipergunakan dalam 

analisis penelitian pada bab ini, berikut adalah penyajian data yang diperoleh dari 

hasil wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. 

4.1.1. Kebijakan yang Ideal  

Dalam bagian ini dibahas mengenai keefektifan dan sejauh mana narasumber 

mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai dan langkah apa saja yang sudah dilakukan 

pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mensosialisasikan perdan ini. 

Menurut narasumber satu Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang 

Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai 

bahwasannya sejak Perda Kawasan Tanpa Rokok diberlakukan di Kabupaten 

Serdang Bedagai pada awal 2013, Dinas Kesehatan terus bekerja secara sistematis 

guna mencapai tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari paparan asap 

rokok, khususnya non-perokok, ibu hamil, anak-anak, pelajar, dan tenaga 

kesehatan. Sebagai pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, 
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cukup memahami secara menyeluruh isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang berlaku di wilayah 

ini. 

Perda ini dibuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas 

dari asap rokok. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai KTR meliputi fasilitas 

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 

tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang 

ditentukan pemerintah daerah. Juga diketahui bahwa dalam Perda ini diatur 

dengan jelas larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun 

mempromosikan produk tembakau di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, juga 

terdapat ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar, termasuk teguran, denda, 

atau sanksi sosial. Dari Dinas Kesehatan, telah melakukan beberapa langkah 

strategis dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai seperti sosialisasi langsung ke 

masyarakat, menggunakan media cetak dan media sosial juga melakukan 

pelatihan internal untuk para ASN tenaga kesehatan agar mereka menjadi teladan 

dalam mematuhi peraturan ini. Dengan semua langkah ini Dinas Kesehatan 

berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok bisa 

meningkat. 

Menurut narasumber dua Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK 

Negeri 1 Tebing Tinggi bahwasannya penerapan Peraturan Daerah tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi sudah cukup 

efektif, terutama di lingkungan sekolah. Sekolah telah memasang rambu-rambu 
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larangan merokok dan rutin melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai bahaya 

merokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Namun, tantangan terbesar masih 

ada pada pengaruh luar sekolah, di mana beberapa siswa merokok di luar area 

sekolah. Meski demikian, pemerintah daerah sudah melakukan pemantauan dan 

penegakan hukum, dan  adanya harapan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan 

masyarakat dapat memperkuat penerapan KTR agar lingkungan lebih sehat dan 

bebas asap rokok.  

Sekolah juga cukup memahami Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Serdang Bedagai, yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat 

umum seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Di SMK Negeri 1 

Tebing Tinggi, semua mendukung penuh penerapan perda ini dengan 

menyosialisasikan kepada siswa dan keluarga agar tercipta lingkungan yang sehat 

dan bebas rokok.  

Menurut menurut narasumber dua Ibu Diana Ranita selaku pegawai 

administrasi di Puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya Penerapan Peraturan 

Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya 

di wilayah Puskesmas Paya Bagas, sudah cukup efektif. Pihak puskesmas telah 

memasang tanda larangan merokok di berbagai area fasilitas kesehatan, seperti 

ruang tunggu dan sekitar puskesmas, serta rutin melakukan sosialisasi kepada 

pasien dan masyarakat tentang bahaya merokok. Namun, tantangan masih ada, 

terutama dalam mengubah kebiasaan di luar puskesmas, seperti di tempat umum 

lainnya. Meskipun begitu, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan 
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masyarakat, pelayanan kesehatan optimis penerapan ini akan semakin membaik 

dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat. 

Menurut narasumber tiga Ibu Rani Dania Harahap, sebagai masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai, Ibu Rani melihat bahwa penerapan Perda Kawasan 

Tanpa Rokok di Serdang Bedagai sudah mulai terlihat dampaknya, terutama di 

tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan taman. Masyarakat 

semakin sadar akan pentingnya lingkungan bebas rokok, meskipun masih ada 

beberapa orang yang merokok di tempat umum yang tidak terpantau. Namun, 

dengan adanya pemasangan tanda larangan merokok dan sosialisasi dari 

pemerintah, Ibu Rani merasa kedepannya akan semakin banyak orang yang 

mengikuti aturan ini demi kesehatan bersama dan Masyarakat merasa langkah 

yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa 

Rokok sudah cukup baik.  

Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media, 

seperti spanduk, baliho, dan juga media sosial yang menjangkau masyarakat luas. 

Selain itu, pihak kecamatan dan desa juga sering mengadakan pertemuan untuk 

mengingatkan warga tentang pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Namun, 

mungkin masih perlu lebih banyak pengawasan langsung di beberapa tempat 

umum, karena kadang-kadang terlihat orang merokok di tempat yang seharusnya 

bebas asap rokok. Tapi, secara keseluruhan, upaya pemerintah sudah 

menunjukkan hasil yang positif. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, penerapan 

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang 

Bedagai sudah cukup optimal dengan ditunjukkan kemajuan yang positif, 

terutama di lingkungan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. 

Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, telah 

berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kawasan bebas rokok melalui 

pemasangan rambu-rambu, sosialisasi langsung, dan penggunaan media massa. 

Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran, tantangan tetap ada, terutama terkait 

dengan perilaku merokok di tempat umum yang masih ditemukan di beberapa 

area.  

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah seperti patroli, edukasi, 

dan kerjasama dengan pihak terkait, namun pengawasan yang lebih intensif dan 

kesadaran kolektif masyarakat masih diperlukan untuk menjamin efektivitas 

penerapan perda ini. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala, upaya 

ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap 

rokok di masa depan.  

4.1.2. Kelompok Sasaran 

Pada bagian ini dibahas mengenai pandangan narasumber terhadap 

implementasi kawasan tanpa rokok yang telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 dan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam 

menerapkan peraturan daerah ini, serta bagaimana penerapan kawasan tanpa 
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rokok jika melibatkan kelompok sasaran tertentu seperti pelajar atau pekerja 

akankah dapat lebih efektif. 

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang 

Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai 

bahwasannya Sebagai staf Dinas Kesehatan, Ibu Sasan melihat implementasi 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan di 

Serdang Bedagai sudah cukup baik dengan sosialisasi yang intens dan penandaan 

larangan merokok yang jelas. Meskipun sudah ada kemajuan, tantangan utama 

Dinas Kesehatan adalah memastikan pengawasan yang konsisten, terutama di luar 

area fasilitas tersebut, agar upaya ini semakin efektif dan berdampak positif bagi 

masyarakat.  

Untuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di 

Serdang Bedagai semakin meningkat, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, 

meskipun masih ada tantangan di beberapa tempat umum seperti pasar dan 

terminal, yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum lebih lanjut. 

Menurut Ibu Sasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai akan 

lebih efektif jika melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, 

pemuda, dan kelompok ibu-ibu. Dengan melibatkan mereka, informasi dan 

kesadaran tentang bahaya rokok dan pentingnya KTR bisa lebih mudah tersebar, 

karena kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah 

pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari kelompok 

tersebut dapat membantu memperkuat pengawasan di lapangan, serta memberikan 

dukungan moral dan sosial dalam mendukung kebijakan ini.  
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Menurut  narasumber dua, dengan Bapak Endi Ifrizal Sihombing, selau 

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tebing Tinggi bahwasannya Bapak Endi melihat 

bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, terutama di 

sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan, sudah cukup baik, dengan penerapan 

aturan yang tegas dan sosialisasi yang intensif di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. 

Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat di area seperti sekolah dan fasilitas 

kesehatan sudah cukup tinggi, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, 

seperti pasar atau taman, di mana terkadang ditemukan orang yang merokok.  

Oleh karena itu, Bapak Endi percaya penerapan KTR akan lebih efektif jika 

melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua 

siswa, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan pesan tentang 

hidup sehat tanpa rokok dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat 

secara keseluruhan. 

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi 

puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya Ibu Diana melihat implementasi 

Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, terutama di fasilitas kesehatan seperti 

Puskesmas Paya Bagas, sudah berjalan dengan baik. Di sini, pihak puskesmas 

telah memasang rambu larangan merokok di area yang rawan, serta melakukan 

sosialisasi kepada pasien dan masyarakat tentang bahaya rokok dan pentingnya 

menjaga lingkungan bebas asap rokok. Mengenai tingkat kepatuhan masyarakat, 

meskipun sudah ada kemajuan, masih ada beberapa individu yang merokok di 

area sekitar fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Ibu Diana yakin bahwa 

melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh agama, pemuda, dan ibu-ibu PKK, 
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akan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 

terhadap Perda KTR, karena mereka memiliki pengaruh yang kuat di tingkat desa 

dan dapat membantu memperkuat pengawasan di lapangan.  

Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di 

Serdang Bedagai, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, sudah cukup baik. 

Banyak tempat umum seperti taman, sekolah, dan rumah sakit yang sekarang 

sudah bebas dari asap rokok, berkat adanya rambu larangan merokok dan 

sosialisasi dari pemerintah. Namun, di beberapa tempat seperti pasar atau di luar 

area fasilitas umum, masih ada saja orang yang merokok. Ibu Rani rasa tingkat 

kepatuhan masyarakat mulai meningkat, tapi untuk membuatnya lebih efektif, 

menurut Ibu Rani bahwa melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, 

pemuda, dan organisasi perempuan akan sangat membantu. Mereka bisa menjadi 

penggerak perubahan, menyebarkan informasi, dan memberikan contoh baik 

dalam menjaga lingkungan bebas rokok. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, Penerapan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai, khususnya di sekolah, rumah 

sakit atau kantor pemerintahan, telah menunjukkan kemajuan yang positif, dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bebas rokok. 

Meskipun tingkat kepatuhan di area tertentu sudah cukup baik, masih ada 

tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana beberapa 

orang masih merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, 

melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi 
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masyarakat lainnya sangat penting, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam 

mengedukasi dan mengawasi kepatuhan masyarakat di tingkat lokal. Dengan 

dukungan dari berbagai pihak, diharapkan implementasi KTR dapat lebih berhasil 

dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok di Serdang 

Bedagai. 

4.1.3. Organisasi Pelaksana 

Dalam bagian ini dibahas mengenai sektor-sektor yang terlibat dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, serta bagaimana koordinasi antar sektor 

dalam memastikan penerapan kebijakan kawasan tanapa rokok, dan program yang 

telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung implementasi peraturan 

daerah kawasan tanpa rokok 

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang 

Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Selain 

Dinas Kesehatan, ada beberapa sektor lain yang turut berperan penting dalam 

pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, seperti Dinas 

Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Dinas Pendidikan, 

misalnya, berperan dalam sosialisasi di sekolah-sekolah, memastikan lingkungan 

belajar bebas dari asap rokok. Dinas Lingkungan Hidup membantu dengan 

penataan kawasan publik yang sehat, sementara Satpol PP bertugas dalam 

pengawasan dan penegakan hukum, termasuk menindak pelanggaran yang terjadi 

di tempat-tempat umum. Kerjasama antara berbagai sektor ini sangat penting agar 
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kebijakan KTR dapat diterapkan secara maksimal dan memberikan dampak positif 

bagi kesehatan masyarakat.  

Untuk koordinasi antara Dinas Kesehatan dan sektor lainnya, seperti Dinas 

Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP, sangat erat dan terjalin 

dengan baik. Dinas Kesehatan rutin melakukan rapat koordinasi untuk membahas 

perkembangan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di setiap sektor dan 

mengevaluasi langkah-langkah yang perlu ditingkatkan. Misalnya, Dinas 

Pendidikan membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan sosialisasi di sekolah-

sekolah, Dinas Lingkungan Hidup memastikan lingkungan publik seperti taman 

dan area umum lainnya bebas dari rokok, sementara Satpol PP bertugas 

menegakkan aturan di lapangan. Dinas Kesehatan juga sering melakukan 

pemantauan bersama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Dengan 

koordinasi yang solid antara sektor-sektor ini, Dinas Kesehatan yakin penerapan 

KTR di Serdang Bedagai akan semakin efektif dan berdampak positif pada 

kesehatan masyarakat.  

Menurut narasumber dua, Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK 

Negeri 1 Tebing Tinggi, bahwasannya Di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, sektor 

yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pihak keamanan dan Satpol PP. Koordinasi 

antara sekolah dan sektor-sektor ini berjalan dengan baik, di mana sekolah sering 

melakukan rapat koordinasi untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan 

efektif, seperti melakukan sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua. Sekolah 

juga memiliki program khusus, seperti penyuluhan tentang bahaya rokok dan 
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pentingnya hidup sehat tanpa rokok yang dilakukan secara rutin, serta melibatkan 

siswa dalam kampanye antirokok. Program ini bertujuan untuk memperkuat 

kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR, menciptakan lingkungan yang lebih 

sehat bagi seluruh warga sekolah.  

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi 

puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya, sektor yang terlibat dalam 

pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan 

Hidup, dan Satpol PP. Dinas Kesehatan bertugas memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai bahaya merokok, sementara Dinas Lingkungan Hidup 

membantu dalam menciptakan lingkungan fasilitas kesehatan yang bebas rokok. 

Satpol PP juga berperan dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan 

terkait KTR di sekitar area puskesmas.  

Koordinasi antara Puskesmas dengan sektor-sektor ini sangat baik, puskesmas 

rutin melakukan pertemuan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan ini 

diterapkan dengan efektif. Puskesmas juga memiliki program khusus seperti 

Penyuluhan Kesehatan dan Konseling Berhenti Merokok, di mana pelayanan 

kesehatan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang bahaya 

rokok serta menyediakan dukungan untuk mereka yang ingin berhenti merokok. 

Program-program ini diharapkan dapat mendukung penerapan Kawasan Tanpa 

Rokok di fasilitas kesehatan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan 

masyarakat.  
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Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai, sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan 

Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan 

Hidup, dan Satpol PP. Dinas Kesehatan bertugas memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang bahaya merokok, sementara Dinas Lingkungan Hidup 

berperan dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan sehat di fasilitas 

kesehatan. Satpol PP juga turut mengawasi pelaksanaan aturan KTR di sekitar 

area fasilitas kesehatan. Mengenai koordinasi antara masyarakat dengan sektor-

sektor pelaksana, Ibu Rani melihat cukup baik karena pihak pemerintah sering 

melakukan sosialisasi melalui pertemuan dan kampanye tentang pentingnya hidup 

sehat tanpa rokok. Untuk mendukung implementasi KTR, Ibu Rani dan keluarga 

sudah mengikuti program yang diselenggarakan, seperti penyuluhan kesehatan 

yang diberikan oleh puskesmas. Program-program ini membantu masyarakat 

untuk lebih memahami dampak buruk rokok dan pentingnya menjaga lingkungan 

bebas asap rokok. 

Berdasarkan wawancara dengan keempat narasumber bahwa pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai melibatkan berbagai sektor, 

seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas 

Pendidikan, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik 

di fasilitas kesehatan, sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor 

berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan 

yang terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. 

Selain itu, masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut 
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berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan 

konseling yang mendukung kebijakan KTR. Dengan kolaborasi yang solid antara 

pemerintah dan masyarakat, diharapkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat 

memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Serdang Bedagai. 

4.1.4. Faktor Lingkungan 

Pada bagian ini dibahas bagaimana pandangan narasumber terhadap dampak 

signifikan yang diberikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dan bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam mendukung keberhasilan peraturan daerah ini, serta upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang 

Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai bahwa 

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi 

paparan asap rokok di tempat-tempat umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan 

fasilitas kesehatan. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat semakin sadar akan 

bahaya rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif.  

Dinas Kesehatan juga melihat adanya penurunan jumlah pasien yang datang 

dengan masalah kesehatan terkait rokok, seperti penyakit pernapasan dan jantung. 

Tentu saja, ini adalah langkah positif menuju lingkungan yang lebih sehat. Meski 

tantangannya masih ada, terutama dalam hal pengawasan dan kesadaran di 

beberapa area, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai terasa, dan Dinas 
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Kesehatan berharap ke depan akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi 

dan lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Partisipasi masyarakat dalam 

mendukung Perda KTR di Serdang Bedagai sudah cukup baik, terutama dari 

kelompok seperti ibu-ibu PKK dan pemuda yang aktif dalam sosialisasi. Namun, 

masih ada sebagian yang kurang sadar, terutama di tempat umum. Untuk 

meningkatkan kesadaran, perlu adanya sosialisasi lebih intensif melalui media 

sosial, penyuluhan di tingkat desa, dan melibatkan tokoh masyarakat serta agama. 

Pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi juga penting untuk mendorong 

kepatuhan yang lebih tinggi. 

Menurut narasumber dua, Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK 

Negeri 1 Tebing Tinggi, bahwasannya Di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, Perda 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan dampak yang signifikan terhadap 

kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, dengan mengurangi 

paparan asap rokok dan meningkatkan kesadaran siswa serta staf tentang bahaya 

merokok. Partisipasi masyarakat, khususnya di sekolah, sudah cukup baik, namun 

masih ada beberapa pihak yang kurang memahami pentingnya kebijakan ini, 

terutama di luar lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kesadaran, perlu ada 

upaya tambahan seperti sosialisasi lebih intensif melalui media sosial, melibatkan 

orang tua siswa, dan mengadakan kampanye antirokok di tingkat masyarakat, 

sehingga dukungan terhadap Perda KTR dapat semakin meluas dan efektif. 

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi 

puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini telah 

memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama di 
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fasilitas kesehatan seperti puskesmas, di mana sekarang lingkungan fasilitas 

kesehatan menjadi lebih bersih dan sehat, jauh dari asap rokok. Partisipasi 

masyarakat dalam mendukung kebijakan ini mulai terlihat, terutama dari mereka 

yang datang untuk pengobatan, yang lebih sadar akan bahaya rokok. Namun, 

masih ada beberapa tantangan, terutama di luar fasilitas kesehatan, di mana masih 

ada sebagian orang yang merokok di area umum. Untuk meningkatkan kesadaran 

lebih lanjut, pelayanan kesehatan masih perlu lebih banyak program edukasi dan 

sosialisasi, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, agar 

masyarakat lebih paham dan mendukung kebijakan KTR ini dengan lebih 

konsisten. 

Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini memang 

memberikan dampak yang cukup positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama 

di fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, yang kini lebih bebas dari asap 

rokok. Masyarakat juga semakin sadar akan bahaya merokok, terutama bagi anak-

anak dan orang tua yang lebih rentan. Meskipun demikian, masih ada sebagian 

orang yang kadang merokok di tempat umum seperti pasar atau taman. Untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat lebih luas, perlu ada lebih banyak sosialisasi 

dari pemerintah, baik melalui kampanye di media sosial, penyuluhan di desa-desa, 

serta melibatkan tokoh masyarakat agar aturan ini bisa diterima dan dipatuhi 

dengan lebih baik. 

Berdasaran wawancara dengan keempat narasumber, Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai telah 
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memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, dengan adanya 

partisipasi masyarakat cukup membantu dalam mendukung penerapan peraturan 

daerah ini, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan 

pengawasan agar penerapannya lebih efektif di seluruh lapisan masyarakat. 

4.2. Pembahasan Penelitian 

4.2.1 Adanya Kebijakan yang Ideal 

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan 

dianggap sebagai suatu proses atau suatu aliran. Model Smith memandang proses  

implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan politik dan sosial, dimana 

kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk membawa 

perbaikan atau perubahan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kebijakan 

yang diidealkan adalah suatu model interaksi yang diprakarsai oleh pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 

menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 

Serdang Bedagai sudah cukup optimal dengan ditunjukkan kemajuan yang positif, 

terutama di lingkungan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. 

Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, telah 

berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kawasan bebas rokok melalui 

pemasangan rambu-rambu, sosialisasi langsung, dan penggunaan media massa. 

Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran, tantangan tetap ada, terutama terkait 
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dengan perilaku merokok di tempat umum yang masih ditemukan di beberapa 

area.  

Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat 

mendorong, mempengaruhi, dan menstimulasi kelompok sasaran untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. Proses ini tidak hanya bergantung pada peran 

pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif berbagai pihak yang terkait, seperti 

masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya. Namun, tantangan yang disebutkan 

dalam wawancara, yaitu perilaku merokok yang masih ditemukan di beberapa 

area umum, juga menggambarkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran 

dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, implementasi kebijakan 

ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa 

faktor eksternal yang memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan. 

Sesuai dengan pandangan Smith, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan 

upaya berkelanjutan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat 

mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan pendidikan 

publik mengenai bahaya merokok dan pentingnya menciptakan lingkungan yang 

bebas asap rokok. Secara keseluruhan, meskipun penerapan kebijakan kawasan 

tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai telah menunjukkan hasil yang positif, 

tantangan dalam implementasinya masih perlu ditangani secara komprehensif agar 

kebijakan ini dapat lebih efektif mencapai tujuannya. 
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4.2.2. Adanya Kelompok Sasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2016) Kelompok sasaran adalah sekelompok 

orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran 

strategi pemasaran suatu perusahaan. 

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai, khususnya di 

sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintahan, telah menunjukkan kemajuan 

yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

lingkungan bebas rokok. Meskipun tingkat kepatuhan di area tertentu sudah cukup 

baik, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di 

mana beberapa orang masih merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan 

Perda KTR, melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan 

organisasi masyarakat lainnya. 

Dalam pandangan Kotler dan Keller (2016) kebijakan kawasan tanpa rokok 

(KTR), teori ini sangat relevan, terutama dalam memahami siapa yang menjadi 

sasaran kebijakan dan bagaimana cara terbaik untuk mengarahkannya agar 

mencapai tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, antara pendapat Kotler dan 

Keller mengenai kelompok sasaran dengan hasil wawancara yang diperoleh sudah 

ada kesesuaian dalam pemahaman tentang kelompok sasaran dan upaya untuk 

mempengaruhi perilaku mereka, meskipun ada kesesuaian tantangan dalam 

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini 

menunjukkan bahwa tidak semua kelompok sasaran merespons kebijakan dengan 

cara yang seragam. 
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4.2.3. Adanya Organisasi Pelaksana 

Menurut Griffin, Ebert, dan Keller (2016), organisasi pelaksana adalah 

organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan strategi dan program yang 

ditentukan oleh organisasi induk. Menurut Robbins dan Coulter (2014), organisasi 

pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas 

operasional sehari-hari suatu organisasi. 

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok  di Serdang Bedagai melibatkan berbagai 

sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas 

Pendidikan, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik 

di fasilitas kesehatan, sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor 

berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan 

yang terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. 

Selain itu, masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut 

berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan 

konseling yang mendukung kebijakan KTR. 

Teori yang diajukan oleh Griffin, Ebert, dan Keller (2016), serta Robbins dan 

Coulter (2014), mengenai organisasi pelaksana, menjelaskan bahwa organisasi 

pelaksana adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

strategi dan tugas operasional yang ditetapkan oleh organisasi induk. Kedua 

definisi ini menekankan pentingnya peran organisasi pelaksana dalam memastikan 

bahwa kebijakan atau strategi yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik di 

lapangan, melalui tugas-tugas operasional yang sesuai.  
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Dalam hasil wawancara yang menunjukkan koordinasi yang baik antar sektor 

dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan KTR sudah sangat 

sesuai dengan teori tentang organisasi pelaksana yang diungkapkan oleh Griffin, 

Ebert, dan Keller (2016) serta Robbins dan Coulter (2014). Pelaksanaan kebijakan 

ini telah melibatkan berbagai organisasi pelaksana yang berfungsi secara 

operasional untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Namun, untuk 

meningkatkan efektivitas lebih lanjut, diperlukan perhatian pada pengawasan dan 

evaluasi yang lebih mendalam serta keterlibatan lebih lanjut dari masyarakat dan 

sektor-sektor terkait. 

4.2.4. Adanya Faktor Lingkungan 

Menurut Emil Salim (1984), faktor lingkungan meliputi segala sesuatu yang 

ada di sekitar manusia, baik yang berwujud hidup maupun benda mati, dan dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor lingkungan (environmental faktor), khususnya faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika 

menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana 

kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. 

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau mendukung 

dapat menjadi sumber permasalahan akibat kegagalan implementasi kebijakan. 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 

Serdang Bedagai telah memberikan dampak positif terhadap kesehatan 

masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat cukup membantu dalam 
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mendukung penerapan peraturan daerah ini, namun masih perlu upaya lebih lanjut 

dalam sosialisasi dan pengawasan agar penerapannya lebih efektif di seluruh 

lapisan masyarakat. 

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Serdang Bedagai 

menunjukkan adanya keselarasan dengan teori Emil Salim terkait faktor 

lingkungan yang memengaruhi kebijakan publik. Namun, pelaksanaannya masih 

perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan dukungan 

anggaran. Faktor lingkungan eksternal seperti kesadaran sosial dan dukungan 

politik sudah ada, namun faktor ekonomi dan pengawasan menjadi kendala utama 

dalam keberhasilan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan analisis terhadap teori yang diajukan oleh para ahli dan hasil 

wawancara yang diperoleh, penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai 

menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi 

sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Secara umum, kebijakan ini selaras 

dengan teori-teori yang mengedepankan pentingnya kebijakan yang ideal, 

kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan dalam mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sejalan dengan pandangan Smith 

(1973) mengenai perubahan sosial dan politik, kebijakan ini telah berhasil 

mendorong perubahan perilaku, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, 

melalui partisipasi aktif berbagai pihak. Namun, tantangan utama yang masih 

dihadapi adalah perilaku merokok di tempat-tempat umum yang belum 
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sepenuhnya terkendali, yang mencerminkan kebutuhan akan pengawasan lebih 

ketat dan penguatan sosialisasi. 

Meskipun demikian, peran organisasi pelaksana yang melibatkan berbagai 

sektor, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, telah berjalan 

dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam teori Griffin, Ebert, dan Keller (2016) 

tentang organisasi pelaksana. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terhambat 

oleh faktor eksternal seperti kesadaran sosial, dukungan politik, dan faktor 

ekonomi, yang berperan dalam pengawasan dan sosialisasi yang belum maksimal. 

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang positif, pelaksanaan Perda 

Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai memerlukan perhatian lebih pada 

peningkatan pengawasan, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat untuk 

memastikan keberhasilan kebijakan secara menyeluruh dan lebih efektif di masa 

mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan cukup efektif 

walaupun masih menghadapi beberapa kendala. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menggunakan 

teori Smith yaitu: 

a. Kebijakan yang diidealkan menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan cukup optimal 

dalam penerapan peraturan KTR dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat. Namun, meskipun kesadaran masyarakat meningkat, masih 

ditemukan perilaku merokok di beberapa area umum, yang menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.  

b. Kelompok sasaran Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang 

Bedagai, khususnya di sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintahan, telah 

menunjukkan kemajuan yang positif, dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya lingkungan bebas rokok. Meskipun tingkat 

kepatuhan di area tertentu sudah cukup baik, masih ada tantangan di tempat 

umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana beberapa orang masih 
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merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, melibatkan 

kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi 

masyarakat lainnya. 

c. Organisasi Pelaksana Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok  di Serdang 

Bedagai melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas 

Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, yang bekerja sama 

untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik di fasilitas kesehatan, 

sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor berjalan dengan baik, 

dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan yang terus dilakukan 

untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Selain itu, 

masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut 

berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan 

konseling yang mendukung kebijakan KTR. 

d. Faktor lingkungan, dimana hasil penelitian menunjukkan Hal terakhir yang 

perlu diperhatikan ketika menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap 

keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang 

tidak mendukung atau mendukung dapat menjadi sumber permasalahan 

akibat kegagalan implementasi kebijakan. 

 Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Serdang Bedagai 

menunjukkan adanya keterkaitan faktor lingkungan yang memengaruhi 

kebijakan publik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama 

dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan dukungan anggaran. Faktor 
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lingkungan eksternal seperti kesadaran sosial dan dukungan politik sudah ada, 

namun faktor ekonomi dan pengawasan menjadi kendala utama dalam 

keberhasilan kebijakan tersebut. 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan saran - saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai: 

a. Untuk mencapai kebijakan yang ideal perlunya meningkatkan intensitas 

sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok, terutama di daerah yang 

kurang sadar akan pentingnya kebijakan ini. Pengawasan yang lebih ketat di 

tempat umum seperti pasar, taman, dan terminal. Pemberian insentif bagi 

wilayah yang berhasil dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar juga 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan penerapan KTR bisa lebih efektif dan 

memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di Serdang Bedagai. 

b. Adanya Kelompok Sasaran seperti masyarakat untuk lebih aktif mendukung 

kebijakan ini dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, terutama di area 

yang seharusnya bebas rokok seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum 

lainnya. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap peraturan KTR di daerah 

melalui berbagai media.  Dengan kesadaran dan kerjasama dari masyarakat, 

kebijakan KTR dapat lebih efektif dilaksanakan dan memberi manfaat yang 

besar bagi kesehatan bersama. 
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c. Kepada organisasi pelaksana perlu melakukan perkuat penegakan hukum 

dengan menerapkan hukuman tegas bagi pelanggar peraturan KTR di wilayah 

tersebut. 

d. Untuk mengatasi dalam faktor lingkungan perlu menyediakan tempat khusus 

bagi perokok untuk merokok di luar KTR 
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